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PUTUSAN
Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I tcmpat dan tanggal lahir (NS

Blo-a Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [l

-
I scbagai

Penggugat;
melawan

I empat dan tanggal lahir [

agama lIslam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah

Dasar, tempat kediaman di || GcNGNGNGNEEEEE
I s-0-oai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 21 November
2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan Nomor
735/Pdt.G/2017/PA.Sim, tanggal 21 November 2017, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan ||} . Kabupaten Simalungun
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: | [l tangoal 07
Desember 2005 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori | || | NN
selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah
tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
perkebunan di Kandis selama 2 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak bernama [ NG -2«
umur 10 tahun, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
bertengkar dengan atasan Penggugat namun Tergugat menyalahkan
Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai
sekarang;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan
Penggugat juga tidak memiliki keluarga di Kandis sehingga akhirnya
Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di
atas;

6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan
nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada
meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan
Tergugat;

7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa

telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat
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menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi
melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik
talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1),
(2) dan (4).

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak
Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat ([ [ || terhadap
Penggugat () Jcngan membayar iwadl sebesar

Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, namun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Panggilan Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Sim, tanggal 24 November 2017 yang
dibacakan di persidangan, dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Simalungun tidak bertemu dengan Tergugat, sedangkan pihak Nagori
Tanjung Hataran menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal Nagori
Tanjung Hataran;

Bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat sekarang dan

mohon agar Tergugat dipanggil melalui pengumuman di Mass Media;

Bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan dengan cara mengumumkan via Radio Citra Anak
Siantar sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember
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2017 dan tanggal 4 Januari 2018, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil/lkuasa hukumnya dan tidak ternyata bahwa ketidak

hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ||} . tanogal 7 Desember
2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [
I Kabupaten Simalungun yang telah dibubuhi meterai secukupnya,
telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
diberi tanda P;
B. Saksi:
I . 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di |
. yang memberikan

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah
kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama |l

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terkahir di rumah milik perkebunan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
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- Bahwa awalnya keadaan rumah tanga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bersatu lagi dalam rumah tangga, tidak mengirim nafkah dan tidak ada
harta yang ditinggalkan untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berupaya mencari

Tergugat, namun tidak berhasil;

2. I . 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Dagang, tempat kediaman di [ |
I oo
memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [l dan kenal

Tergugat bernama [l karena saksi adalah tetangga Pengugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terkahir di rumah milik perkebunan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tanga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat
berpisah rumah;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bersatu lagi dalam rumah tangga, tidak mengirim nafkah dan tidak ada
harta yang ditinggalkan untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak
berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun
lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat
yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka
berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara
tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, telah
ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Simalungun, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama
Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa  berdasarkan relaas panggilan  Nomor
735/Pdt.G/2017/PA.Sim., tangga 24 Nopember 2017 menunjukkan bahwa
Tergugat adalah warga Huta VII Lamidor, Nagori || | | | }JEEI. Kecamatan
Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, namun sekarang tidak diketahui lagi
alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya
berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat
beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan
di media massa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata
ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut
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hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat
diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan
putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan
sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar Il halaman 149, yang

diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:
dile aSall g Al g (g g ) flamua Sl 03205 4l sid 8 jluan) jdal O 9

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti
yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan
sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat sesudah akd
nikah ada mengucapkan sighat taklik talak, oleh karena itu Penggugat
mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan
mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon
agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak. Sesaat setelah
akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak. namun sejak tahun
2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah
kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sampai
sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh
wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,

Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mardi bin Sakur dan M.
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Dahri bin Harusn Said yang menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan

di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-

saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi

menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-
masing sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. Oleh karenanya secara
formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
I <abupaten Simalungun pada tanggal 06 Desember 2005;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta’lik talak yang
berbunyi sebagai berikut: “Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya
dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib
kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri
saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam
bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya
kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan
tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya
satu kepadanya”;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di
rumah perkebunan di Kandis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat saat di Kandis pada
tahun 2008 atau setidak-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 10 tahun
tidak pernah kembali kepada Penggugat;

5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah
kepada Pengggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan)

Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta’lik talak;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di
rumah perkebunan di Kandis;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ketika tinggal di
Kandis yang hingga saat ini sudah 10 tahun lamanya dan Tergugat tidak
pernah kembali kepada Penggugat;

5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Pengggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan)
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti
bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak pada angka 1,2 dan 4 yang
diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela
atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar
uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat
taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum
dalam Kitab Syarqowi ‘alat tahrir juz Il halaman 302, yang diambilalih sebagai
pendapat Majelis, yang berbunyi:

m‘MML&&HJQéJMGMM SvY)

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka
jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan
lahirnya ucapan’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
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diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan talak satu Khuli Tergugat ( [[||GGGzG@) terhadap
Penggugat () Jcnoan iwadl sejumlah Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp591.000,00 (liam ratus semilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag
sebagai Ketua Majelis, Yulistia, SH., M.Sy dan Syafrul, S.HI., M.Sy masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 05 April 2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Bahri
Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Yulistia, SH., M.Sy Zainal Arifin, S.Ag
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Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp500.000,00
Redaksi Rp5.000,00
Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

A
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